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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemberian otonomindaerah memberikannkeleluasaan kepalaadaerah untuk 

mengelolaakeuanganndaerahnya, sehingga pemerintah daerah memiliki hak dan 

kewajiban dalam penggunaan dan pengelolaan sumber dana keuangannya.  

Namun dengan adanya pemberian keleluasaan ini, pemerintah daerah tidah dapat 

sekehendaknya dalam penggunaan sumber dana keuangan tersebut karena pada 

hakikatnya sumber dana yang telah dipakai harus dipertanggungjawabkan secara 

akuntabel dan transparan. 

Tata keuangan atau proses akuntansi telah banyak berkembang seiring 

kemajuan sistem keuangan modern. Namun masihnbanyaknya fenomenaalaporan 

keuangannpemerintah daerah yang belummmenyajikan data-data yang sesuai 

dengannperaturan yang yang telah ditetapkan dannmasih terdapat banyak 

penyimpangannyang telah berhasil ditemukannoleh BadannPemeriksa 

Keuangann(BPK)ddalam melaksanakan audittlaporan keuanganppemerintah 

membuatttuntutan masyarakat umumtterhadapppenyelenggaraanppemerintahan 

yangnbaik (goodggovernance) dengan selalu mengutamakan transparansi dan 

peningkatan akuntabilitas pada instansi pemerintahan sehingga institusi-institusi 

pemerintah harus selalu memperbaiki kualitas kinerja keuangannya (Mahaputra 

dan Putra, 2014). 

Pemerintah daerah memang memiliki kewajiban untukmmempublikasikan 

informasiddalam bentukllaporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan 
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keputusan. LaporannKeuangan PemerintahdDaerah (LKPD) yang memuat 

informasi harusbbermanfaat danssesuai dengankkebutuhan parappemakai, oleh 

karenaiitu laporan keuangan pemerintahddaerah yang memuat informasii akuntasi 

harusmmemenuhibbeberapa karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan 

dalammPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentangsStandar Akuntansi 

Pemerintahanyyakni, 1) Relevann, 2) Andall, 3) DapattDibandingkan, dan 4) 

Konsisten. Apabilaiinformasi yangtterdapat didalam laporankkeuangan 

pemerintahddaerah memenuhikkriteria karakteristikkkualitatif laporankkeuangan 

pemerintahh, berartippemerintah daerahhharus mampummewujudkan transparansi 

danaakuntabilitas dalamppengelolaan keuanganddaerah, jika tidak memenuhi 

maka akanmmengakibatkan kerugianndaerah, potensi kerugianddaerah, 

kekuranganppenerimaan, kelemahanaadministrasi, ketidakhematan, 

ketidakefisienan, dan ketidakefektifitann (Surastiani dan Handayani, 2015). 

Tujuan pemberlakuan peraturan tersebut adalah diharapkan bahwa 

laporannkeuangannpemerintahndaerah lebihhaccountable dan mengalami 

peningkatan kualitasnya. Kualitas laporannkeuangan pemerintah tersebut 

dipengaruhi oleh faktor kualitas sumberdaya manusia, sistem pengendalianiintern, 

dannpemanfaatan teknologiiinformasi.  

Dalammpenyusunan dannpelaksanaan untuk pengelolaannkeuangan suatu 

daerahddiperlukan adanyalLaporan KeuanganpPemerintahdDaerah (LKPD). 

Namun kenyataannya laporan keuangan pemerintah daerah masihjjauh 

darihharapan. Hal ini ditunjukkan berdasarkanddata dariiIHPS (IkhtisarhHasil 

PemeriksaansSemester) yangddikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 
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untukssemester I tahun 2015, perkembangan opini yang diterima dari LKPD 

(Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) di Indonesia dalam kurun waktu lima 

tahun menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Opini LKPD 

 

 

  

  

 

        

 

Sumber: www.bpk.go.id (IHPS I 2015) 

 Keterangan :       WajarrTanpa Pengecualiann(WTP) 

        WajardDengan Pengecualiand(WDP) 

        TidaktWajar (TW) 

        TidakmMemberi Pendapatp(TMP) 

Dari grafik 1.1 dapat kita lihat bahwappersentase LKPDyyang 

memperolehoopini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ppada tahunn2014 

sebanyakk49,80%, meningkatt20,03% dariitahun 2013ssebanyak 29,77%. 

PersentaselLKPD yang memperolehoopini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

padaptahun 2014aadalah sebanyak445,64%, turunn13,71% darittahun 2013 

sebanyakk59,35%. Persentase LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) 

tahunn2014 adalahssebanyakl0,79%, turun 1,31%ddari tahunn2013 

http://www.bpk.go.id/
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sebanyakk2,10%. Persentase LKPD yang memperoleh opini Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP)ppada tahunn2014 adalahssebanyakm3,77%, turun 5,01% 

daridtahun 2013ssebanyakk8,78%. 

Hasil evaluasi olehhBPK tahun 2015 menunjukkan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP dan opini WDP pada 

kenyataannya sudah memiliki sistem pengendalian intern yang sudah memadai.  

Namun tidak sedikit pula opini yang didapat oleh suatu entitas adalah opini TW 

dan TMP. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sistem pengendalian intern dan 

memerlukanpperbaikan atas pengendalianiintern dalamhhal kualitas informasi 

yangddisajikan dalamllaporankkeuangan. BPK menemukan beberapa 

permasalahan utama sistem pengendalian intern yaitu 1) prosesspenyusunan 

laporanntidak sesuai dengan ketentuan, 2) pencatatan tidak/belum dilakukan atau 

tidak akurat, 3) penyimpangantterhadap ketentuan peraturanpperundang-undangan 

bidangtteknis tertentuaatau ketentuaniintern organisasinyang diperiksattentang 

pendapatanddandbelanja, 4) perencanaankkegiatan tidakmmemadai, 5) 

penetapan/pelaksanaankkebijakan tidakttepat ataubbelum dilakukanbberakibat 

hilangnyappotensi penerimaan/pendapatanfdan 6) sistem informasi akuntansi dan 

pelaporan tidak memadai. Mahaputra dan Putra (2014) menyatakannbahwa sistem 

pengendaliannintern memiliki pengaruhhpositif dan signifikantterhadap 

kualitasklaporan keuanganppemerintahddaerah di SKPDkKabupaten Gianyar. 

Haliini didukungooleh Ningsih (2014)yyang meneliti sistemppengendalian 

internnberpengaruh signifikanppositif terhadap kualitasiinformasi laporan 

keuanganppemerintah daerahddi SKPD Kabupaten Tanah Datar. 
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Faktor kedua selainnlemahnya sistem pengendaliannintern adalah kualitas 

sumberrdayaamanusia. Untukkmenghasilkan informasi laporan keuangan 

yanggberkualitas dibutuhkan SDM yang jugaaberkualitas dalam upaya 

peningkatannSDM. Menurut Harifan (2009) sumber daya manusia adalah 

kemampuannsumber daya manusia untukkmelaksanakan tugassdanntanggung 

jawabbyang diberikan kepadanyaadengan bekalnpendidikan, pelatihann, dan 

pengalamannyang cukuppmemadai. SDM merupakannpilar penyanggaautama 

sekaligusspenggerak rodaaorganisasi dalam usaha mewujudkannvisi dannmisi 

serta tujuanndariiorganisasiitersebut. 

Surastiani dan Handayani (2015) mengungkapkan bahwa kualitas SDM 

mempunyai pengaruhhpositif signnifikan terhadapkkualitas informasi laporan 

keuanganppemerintahddaerah. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia maka 

kualitasiinformasi laporan keuangan yangg dihasilkan akan semakin baik. Sumber 

daya manusia yang paham akan akuntansi pemerintah dan memiliki pengalaman 

dalam pengelolaannkeuanganndaerah dibutuhkan untukkdapat menghasilkan 

kualitas informasiilaporan keuangannpemerintah daerah yang baik. Sementara itu 

masih banyaknya hambatan mengenai kualitas sumberdaya manusia itu sendiri 

dan implementasinya. Mungkin kurangnya pelatihan dalam proses pengembangan 

pengetahuan yang diberikan kepada para pegawai, pemberian materi dalam 

seminar-seminar tentang tata pengelolaan keuangan pemerintah yang telah banyak 

mengalami perubahan. 

Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhiikualitas informasi laporan 

keuangannadalah pemanfaatan teknologii informasi. Penggunaan teknologi 
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informasi telah banyak digunakan diberbagai instansi pemerintah karena dapat 

dengan mudah membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan. 

Pengelolaan datammenjadi suatuiinformasi denganbbantuan komputeraakan lebih 

meningkatkannnilai dariiinformasi yangydihasilkan (WahanakKomputer, 2003). 

Dalammhubungannya denganssistem informasiiaakuntansi, komputer akan 

meningkatkanNkapabilitas sistem. Ketika suatu perangkat komputer telah 

dihubungkan dengan teknologi informasi maka informasi tersebut dipindahkan 

kedalam sistemiinformasiaakuntansi, tidakaada kegiatas umumyyang ditambah 

ataubbahkan dikurangi. Sistemiinformasi akuntansimmasih mengumpulkann, 

memprosess, dan menyimpanddata. Sistemmmasih harus memasukkan 

pengendalian informasi atas keaslian data. Sistem juga akan menghasilkan laporan 

dan informasi lainnya. Hanyassaja pengkomputerisasian atas sistemiinformasi 

akuntansi ini dapat mengubahkkarakter suatu aktivitass. Output yang dihasilkan 

lebihrrapi, dalam bentukyyang lebihbbervariasi, dan lebihbbanyak (Trisaputra, 

2013). Ningsih (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi LKPD. Bahwa semakin 

tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas informasi laporan 

keuangan akan semakin tinggi.  

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk selalu 

mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pembuatan 

laporan keuangan. Kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang ini 

digunakan oleh suatu entitas untuk meningkatkann kemampuan dalam mengelola 

keuangann daerah dan dalam proses pendistribusian informasii keuangan kepada 
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suatu pelayanann publik. Dengan semakin berkembangnya suatu kemajuan 

teknologi informasi serta tidak menutup kemungkinan bahwa pemanfaatannyaa  

pun semakin luas, hal ini akan membuka peluang bagi pelayanan publik dengan 

mudah dapat mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan 

daerah sesuaiddengan kebutuhannya. 

Penelitianyyang dilakukanooleh Arfianti (2011) menunjukkan bahwaa 

kesiapan aparatur daerahh dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah masih sangat kurang, terlihat dari suatu sarana prasarana seperti komputer 

baik perangkat hardware maupun software. Hal inilah yangg mungkin menjadi 

kendala dalam pemanfaatann teknologi informasii di entitas pemerintah yang 

belum dilaksanakan secara baik dan optimall, sehingga hall tersebutt memiliki 

pengaruhh terhadap kualitas informasi laporan keuangann PEMDA.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Surastiani dan Handayani (2015) yang meneliti pengaruh kualitas sumberdaya 

manusia, sistemppengendalianiintern dan pemanfaatantteknologi terhadap kualitas 

informasillaporankkeuangan. Perbedaan penelitian ini dengann penelitian 

terdahulu adalah objek penelitian. Dalam penelitian Surastiani dan Handayani 

(2015) di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian ini mencoba 

meneliti pada Pemerintah Daerah Kota Baubau. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik melakukn 

penelitian dengan judul : “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kualitas 
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Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkannuraian latarbbelakang diatas, makarrumusan masalahddalam 

penelitianiini dapatddirumuskan sebagaibberikut: 

1. Apakahhsistemmpengendaliann iintern berpengaruh terhadapp kualitas 

informasi laporann kkeuangan? 

2. Apakahh kualitas sumberdaya manusiaa berpengaruhh terhadap kkualitas 

informasi laporann keuangan? 

3. Apakahh pemanfaatan teknologii informasii berpengaruh terhadap kkualitas 

informasi laporann keuangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkann pperumusan masalahh yangg telah diuraikanddiatas, maka 

penelitianiini mempunyai tujuann sebagaibberikut: 

1. Untukk memberikann bbukti eempiris dan menguji berpengaruhh sistem 

pengendalian internnterhadap kualitas informasi laporan keuangan. 

2. Untukk memberikann bukti eempiris dan mengujii kualias sumberdaya 

manusiaa berpengaruh terhadapp kualitass informasii laporann keuangan. 

3. Untuk memberikann bukti empiris dan mengujii pemanfaatantteknologi 

informasibberpengaruh terhadapkkualitas informasillaporan keuangan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagii Penulis, diharapkann dapatt lebih memahamii pengaruh kualias 

sumberr daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi 

informasi  terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Serta menambah 

wawasan penulis dalam bidang sektor publik.  

2. Bagi Pemerintahh Daerahh, dapat sebagaii dasarr atau acuann bagii pihak-

pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian 

akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan 

baik dan benar. 

3. Bagi Institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi 

serta masukan atau pertimbangan untuk mengembangkan keilmuan 

akuntansi dan bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan 

penelitian menyangkut masalah yang dibahas. 

 


